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Abstract: This study aims to determine the effect of regional taxes and levies on economic
growth through regional financial independence as an intervening variable in Indragiri Hulu
Regency from 2015 to 2024. Path analysis was used as the data analysis technique. The results
indicate that regional taxes do not affect regional financial independence; regional levies do not
affect regional financial independence; regional taxes affect economic growth; regional levies
have no effect on economic growth; regional financial independence has no effect on economic
growth; regional taxes do not affect economic growth through regional financial independence,
and regional levies do not affect economic growth through regional financial independence.
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Kemajuan perekonomian suatu wilayah dapat
diukur dari pertumbuhan ekonomi secara
agregat (keseluruhan) dengan melihat nilai
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dari pertumbuhan sektoralnya. Jika suatu
sektor mempunyai kontribusi yang besar dan
pertumbuhannya cepat maka akan dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara
agregat. Petumbuhan ekonomi secara
agregatif juga dapat mengalami hambatan jika
suatu sektor memberikan kontribusi besar
tetapi pertumbuhannya sangat lambat.
Pembangunan nasional di Indonesia
merupakan rencana strategis yang diarahkan
untuk mengembangkan potensi daerah
masing-masing dengan menyeimbangkan laju
pertumbuhan antar daerah di Indonesia sesuai
prioritasnya dalam meningkatkan
pendayagunaan dan potensi daerah secara
optimal. Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah
salah  satu  landasan  yuridis  bagi
pengembangan otonomi daerah di Indonesia.
Kemandirian =~ keuangan  daerah
(Otonomi  Fiskal)  berkaitan dengan
kesanggupan pemerintah daerah untuk
mampu membiayai sendiri  kegiatan
pemerintahan, pembangunan, serta

pelayanan bagi masyarakat yang telah
membayar pajak dan retribusi sebagai
sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh
daerah (Halim dalam Ramadhani: 2016).
Salah satu ukuran kemandirian keuangan
daerah adalah dengan melihat besar atau
kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemandirian keuangan daerah
tercermin dalam hal bagaimana
pemerintah daerah dalam mengelola
Pendapatan ~ Asli  Daerah  dengan
menganalisis  nilai rasio keuangan.
Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan
bahwa pemerintah daerah semakin tinggi
dalam kemandirian keuangan daerahnya.
Suatu  daerah  dikatakan = memiliki
kemandirian keuangan yang baik jika
pemerintah daerah dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dalam hal
pengaturan penerimaan dan pengeluaran
keuangan atau desentralisasi fiskal dengan
mengukur kontribusi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terhadap total pendapatan
daerah  serta  mengukur  kontribusi
pendapatan transfer terhadap Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD). Kemandirian
keuangan suatu daerah dapat dikatakan
mandiri jika daerah tersebut tidak
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bergantung pada pemerintah pusat dan
mampu membiayai semua penyelenggaraan
pemerintahan dengan menggunakan dana
yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Pajak sebagai satu perwujudan
kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
penempatan beban kepada rakyat seperti
pajak, retribusi dan lain-lain, harus
ditetapkan dengan Undang-Undang.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara
lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, menjadi salah satu sumber
pembiayaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah
dalam rangka meningkatkan dan
memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian daerah mampu
melaksanakan otonomi, yaitu mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan
yang sangat penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah untuk memantapkan
otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  berisi  tentang
kewenangan pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan
menurut asas otonomi. Hal ini juga sesuai
dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan
otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab sekaligus memberikan
pedoman kebijakan dan arahan Dbagi
daerah dalam pelaksanaan pemungutan
pajak dan retribusi yang  juga
menetapkan pengaturan untuk menjamin
penerapan  prosedur  umum. Sehingga
pajak  daerah dan retribusi  daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah untuk menetapkan
otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab.
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Tabel 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Indragiri Hulu 2015-2024

LAJU PERTUMBUHAN
LALEIEN EKONOMI (%)
2015 .04
2016 3,69
2017 3,08
2018 3.49
2019 3,78
2020 0.12
2021 4.6
2022 4,63
2023 4,39
2024 3.74

Sumber: BPS Indragiri Hulu, 2025
Berdasarkan tabel di atas, selama 10
tahun laju pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Indragiri Hulu selalu
berfluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi.
Tahun 2015 merupakan laju pertumbuhan
yang terendah sebesar -2,94% kemudian di
tahun 2016 naik menjadi 3,69% dan di tahun
2017 3,98%. Di tahun 2020 mengalami
penurunan drastis ke angka -0,12% dan
mengalami peningkatan lagi di tahun 2021
dan 2022. Penurunan yang drastis ini
diakibatkan karena pandemi Covid-19 yang
melanda Indonesia di awal tahun 2020 yang
berdampak pada sistem perekonomian
secara global. Berlanjut ke tahun 2021 laju
pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4,26%
dan meningkat lagi di tahun 2022 sebesar
4,63%. Namun di tahun 2024 laju
pertumbuhan ekonomi mengalami
penurunan dari angka 4,39% menjadi 3,74%

Tabel 2: Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2015-
2024

PENDAPATAN TOTAL RASIO
TAHUN | ASLIDAERAH PENDAPATAN | KEMANDIRIAN | KETERANGAN
(PAD) (Rp) DAERAH(Rp) | KEUANGAN (%)
8.773.884.998 1.256.340.538.821 6,59 Sangat Kurang

1.239 707 Sangat Kurang
1087 Sangat Kurang
1 Sangat Kurang
14 Sangat Kurane
7.8 Sangat Kurang
3.4 Sangat Kurang
8,08 Sangat Kurang
6.95 Sangat Kurang
6.92 Sangat Kurang

RataRata | 115.263.931.888,00 | 1.495.317.624.604.30 77

Sangat Kurang

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan,2015-2025
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Perhitungan rasio derajat
desentralisasi dari tahun 2015-2024 dengan
rasio rata-rata sebesar 7,71%. Mengacu pada
kriteria penilaian rasio derajat desentralisasi,
maka dalam hal ini semua nilai rasio pada
tahun 2015 — 2024 masuk dalam skala 0,00 —
10,00 dengan kriteria “Sangat Kurang”. Hal
ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah
di Kabupaten Indragiri Hulu belum mampu
melaksanakan pembiayaan penyelenggaraan
urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah
belum mampu untuk secara mandiri
membiayai dalam pembangunan sarana dan
prasarana, pembangunan infrastruktur bahkan
dalam hal pelayanan kepada masyarakatnya.
Hal ini diakibatkan karena kurangnya upaya
untuk menggali dan mengelola potensi yang
ada di daerah dengan optimal.

Tabel 3: Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2015-

2024
PAJAK DAERAH RETRIBUSI
TAHUN (RP) DAERAH (RP)
2015 18.269.166.633 6.498.279.449
2016 24.628.318.742 9.692.197.208
2017 31.137.130.885 4.573.794.962
2018 41.344.635.977 4.719.562.588
2019 36.913.914.364 4.425.603.374
2020 34.469.243.235 3.133.824.897
2021 40.851.158.642 3.525.084.942
2022 57.007.766.901 3.294.427.874
2023 53.359.554.855 3.619.501.382
2024 59.592.869.836 4.751.898.550
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan 2015-2025

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bahwa
realisasi pajak daerah dan retribusi daerah
mengalami fluktuatif. Kenaikan tertinggi
pajak daerah Kabupaten Indragiri Hulu terjadi
pada tahun 2024 sebesar Rp. 59 Milyar dan
menurun pada tahun 2023 sebesar Rp. 53,4
Milyar. Sedangkan retribusi daerah tertinggi
pada tahun 2016 sebesar Rp. 9,7 Milyar dan
mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2024
dengan kisaran retribusi Rp. 3 Milyar — Rp. 4
Milyar.

METODE
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan

menggunakan data publikasi dari Badan Pusat
Statistik Kabupaten Indragiri Hulu dan
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Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Data yang digunakan adalah Laju
Pertumbuhan ekonomi, Pajak Daerah,
Retribusi  Daerah dan  Kemandirian

Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
tahun 2015 — 2024.

Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Analisis Jalur
(Path Analysis). Analisis jalur merupakan
perluasan dari persamaan regresi sederhana
atau regresi berganda. Penelitian ini
menggunakan  analisis  jalur  untuk
mengetahui pengaruh langsung dan tidak
langsung pajak daerah dan retribusi daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui
kemandirian keuangan daerah

HASIL
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Berikut ini adalah hasil olah data uji
normalitas dengan menggunakan Uji One
Sample  Kolmogorov ~ Smirnov  dengan
menggunakan SPSS.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Persamaan
Struktural I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Predicted Value
N 10
Normal Mean 7.7100000

b -

Parameters® Std. Deviation 49124115
Most Extreme Absolute 215
Differences Positive 133
Negative -.215
Test Statistic .215
Asymp. Sig. (2-tailed) .200°¢

Sumber: Olahan Data IBM SPSS Statistics 23

Pada tabel 5 di atas dapat dilihat
bahwa nilai Asymp.Sig sebesar 0,200. Nilai
tersebut lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05),
maka dapat disimpulkan bahwa data
berdistribusi normal (uji normalitas telah
terpenuhi).

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Persamaan
Struktural II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Predicted Value
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N 10
Normal Mean 2.8900000
Parameters*®  stq. Deviation 1.99112727
Most Extreme Absolute 154
Differences Positive .099

Negative -.154
Test Statistic 154

Asymp. Sig. (2-tailed) .200°4

Sumber: Olahan Data IBM SPSS Statistics 23

Pada tabel 6 di atas dapat dilihat
bahwa nilai Asymp.Sig sebesar 0,200. Nilai
tersebut lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05),
maka dapat disimpulkan bahwa data
berdistribusi normal (uji normalitas telah
terpenuhi).

Uji Multikolinearitas

Berikut ini adalah hasil olah data uji
multikolinearitas dengan melihat nilai
Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance
(Tol) dengan menggunakan SPSS.

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas
Persamaan Struktural I

Collinearity
Statistics
Model Tol VIF
1 (Constant)
Pajak Daerah (X1) .652 1.533
Retribusi Daerah (X2) .652| 1.533

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan
Daerah (2)

Pada tabel 7 di atas dapat dilihat nilai
Tolerance variabel Pajak Daerah (X;) dan
Retribusi Daerah (X3) sebesar 0,652, nilai
tersebut lebih besar dari 0,1 (0,652 > 0,1).
Sedangkan nilai VIF Pajak Daerah (Xi) dan
Retribusi Daerah (X2) sebesar 1,533, nilai
tersebut lebih kecil dar1 10 (1,533 < 10). Maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas antara variabel bebas dalam
model regresi tersebut.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan

Struktural 11
Collinearity
Statistics
Model Tol VIF
1 (Constant)
Pajak Daerah (X1) 591 | 1.693
Retribusi Daerah (X2) .551| 1.814
Kemandirian Keuangan Daerah (Z) .840| 1.191

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)
Pada tabel 8 di atas dapat dilihat nilai

Tolerance variabel Pajak Daerah (X;) sebesar
0,591, Retribusi Daerah (X2) sebesar 0,551,
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dan Kemandirian Keuangan Daerah (Z)
sebesar 0,840. Keseluruhan nilai Tolerance
tersebut lebih besar dari 0,1. Sedangkan nilai
VIF Pajak Daerah (X;) sebesar 1,693,
Retribusi Daerah (X3) sebesar 1,814, dan
Kemandirian Keuangan Daerah sebesar
1,191. Keseluruhan nilai VIF tersebut lebih
kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara
variabel bebas dalam model regresi tersebut.

Uji Autokorelasi
Berikut ini adalah hasil olah data uji
autokorelasi dengan melihat nilai Run Test.

Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi
Persamaan Struktural I

Runs Test

Unstandardized

Predicted Value
Test Value? 7.79969
Cases < Test Value 5
Cases >= Test Value 5
Total Cases 10
Number of Runs 6
Z .000
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000
a. Median

Pada tabel 9 di atas dapat dilihat nilai
Asymp.Sig sebesar 1,000. Nilai tersebut
lebih besar dari 0,05 (1,000 > 0,05), maka
dapat disimpulkan bahwa data tidak
mengalami autokorelasi.

Tabel 10 Hasil Uji Autokorelasi
Persamaan Struktural IT

Runs Test

Unstandardized

Predicted Value
Test Value® 2.85906
Cases < Test Value 5
Cases >= Test Value 5
Total Cases 10
Number of Runs 4
Z -1.006
Asymp. Sig. (2-tailed) .314
a. Median

Pada tabel 10 di atas dapat dilihat
nilai Asymp.Sig sebesar 0,314. Nilai tersebut
lebih besar dari 0,05 (0,314 > 0,05), maka
dapat disimpulkan bahwa data tidak
mengalami autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas
Berikut ini adalah hasil olah data uji
heterokedastisitas dengan melihat grafik
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scatterplot.
Gambar 11 Hasil Uji Heterokedastisitas
Persamaan Struktural I

Scatterplot
Dependent Varlable: Z

Regression Studentized Residual

Regression Standardized Predicted Value

Dari gambar 11 terlihat titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y dengan susunan pola yang tidak
teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi
heterokedastisitas.

Gambar 12 Hasil Uji Heterokedastisitas
Persamaan Struktural 11

Scatterplot
Dependent Variable: Y

Regression Studenfized Residual

Regression Standardized Pradictad Valus

Dari gambar 12 terlihat titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y dengan susunan pola yang tidak
teratur, maka dapat disimpulkan tidak terjadi
heterokedastisitas.

Koefisien Determinasi (R?)
Persamaan Struktural 1

Model Summary
Adjusted | Std. Error of
Model R R Square R Square | the Estimate
1 4002 160 -.080 1.27507

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Besarnya angka koefisien determinasi
(R Square) adalah 0,160 atau sama dengan
16%. Angka tersebut menunjukkan bahwa
besarnya pengaruh variabel Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah secara bersama-sama
terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
hanya sebesar 16%. Sedangkan sisanya 84%
dijelaskan oleh variabel lainnya.
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Persamaan Struktural I1
Model Summary

Std. Error
Adjusted of the
Model R R Square | R Square | Estimate

1 .8142 .662 493 1.74284
a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2

Besarnya angka koefisien
determinasi (R Square) adalah 0,662 atau
sama dengan 66,2%. Angka tersebut
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh
variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Kemandirian Keuangan Daerah secara
bersama-sama  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi sebesar 66,2%. Sedangkan sisanya
33,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Uji Parsial (Uji t)
Persamaan Struktural 1
Coefficients?

Model t Sig.
1 (Constant) 4.113 .004
Pajak Daerah (X1) -.853 422
Retribusi Daerah (X2) -1.133 .295
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan
Daerah (2)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh
nilai t-hitung Pajak Daerah (Xi) sebesar -
0,853 dan Retribusi Daerah (X») sebesar -
1,133. Sedangkan nilai t-tabel dalam
persamaan I sebesar -2,36462.

1. Pengaruh  Pajak Daerah  Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah.
Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak
daerah tidak berpengaruh terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah karena t-
hitung (negatif) > t-tabel (negatif) dan
nilai signifikansi 0,422 > 0,05.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah.
Hasil uji t menunjukkan bahwa Retribusi
daerah tidak berpengaruh terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah karena t-
hitung (negatif) > t-tabel (negatif) dan
nilai signifikansi 0,295 > 0,05.

Persamaan Struktural I1
Coefficients?

Model t Sig.

1 (Constant) -2.364| .056
Pajak Daerah (X1) 3.169| .019
Retribusi Daerah (X2) 1.680| .144
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Kemandirian Keuangan
Daerah (2) 1.988 | .094

1. Dependent Variable:Pertumbuhan Ekonomi ( Y)
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh
nilai t-hitung Pajak Daerah (X;) sebesar
3,169; Retribusi Daerah (X3) sebesar 1,680
dan Kemandirian Keuangan Daerah (Z)
sebesar 1,988. Sedangkan nilai t-tabel dalam
persamaan II sebesar 2,44691.
1. Pengaruh  Pajak  Daerah
Pertumbuhan Ekonomi.
Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak
daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan
Ekonomi karena t-hitung > t-tabel dan nilai
signifikansi 0,019 < 0,05.
2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.
Hasil uji t menunjukkan bahwa Retribusi
daerah tidak  berpengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi karena t-hitung < t-
tabel dan nilai signifikansi 0,144 > 0,05.
3. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hasil wuji t menunjukkan bahwa
Kemandirian Keuangan Daerah tidak

Terhadap

berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi karena t-hitung < t-tabel dan nilai
signifikansi 0,094 > 0,05.

Analisis Jalur (Path Analysis)
Tabel Acuan Perhitungan Sobel Test

Variabel Coefficients Std. Error
Pajak Daerah -0,366 0,039
Retribusi Daerah -0,486 0,267
Kemandirian Keuangan 0.515 0.517
Daerah
Sumber: Data Diolah
Pajak Daerah (X;) - Kemandirian
Keuangan Daerah (Z) — Pertumbuhan

Ekonomi (Y)
variable
[ g
1SEA 'PSE=,|
independent . = L| dependent
variable variablo

A: ‘ -0.366
B: ‘ 0515
SE.: ‘ 0.039
SEp: ‘ 0517

Sobel test statistic: -0. 99056690
One-tailed probability: 0. 16094855
Two-tailed probability: 0. 32189711
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Berdasarkan hasil Sobel Test,
diperoleh nilai two tailed probability 0,3219
> 0,05 yang menunjukkan bahwa Pajak
Daerah (X;) tidak berpengaruh terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  (Y) melalui
Kemandirian Keuangan Daerah (Z) atau
secara tidak langsung variabel Kemandirian
Keuangan Daerah tidak mampu memediasi
pengaruh Pajak  Daerah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.

Retribusi Daerah (X;) — Kemandirian
Keuangan Daerah (Z) — Pertumbuhan
Ekonomi (Y)

mediator
A variablo 8
(BN "Sé?.l_‘
independent ® © | dependent
varlable variablo
A: ‘ -0.486
B: ‘ 0515
.. [ 0287
SEp: ‘ 0517
Sobel test statistic: -0. 87383633
One-tailed probability: 0. 19110370
Two-tailed probability: 0. 38220739
Berdasarkan hasil Sobel Test,

diperoleh nilai two tailed probability 0,3822
> 0,05 yang menunjukkan bahwa Retribusi
Daerah (X») tidak berpengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi (YY) melalui
Kemandirian Keuangan Daerah (Z) atau
secara tidak langsung variabel Kemandirian
Keuangan Daerah tidak mampu memediasi
pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.

PEMBAHASAN

Pajak daerah tidak berpengaruh
terhadap kemandirian keuangan daerah.
Salah satu sumber utama Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah pajak daerah. PAD
yang besar diharapkan dapat menjadikan
pemerintah memiliki kemandirian dalam
mengelola keuangan daerahnya.
Pengelolaan pajak daerah yang belum
optimal dan masih tingginya ketergantungan
dana dari pemerintah pusat menyebabkan
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kemandirian keuangan daerah belum tercapai.

Retribusi daerah tidak berpengaruh
terhadap kemandirian keuangan daerah.
Kontribusi retribusi daerah yang relatif masih
kecil terhadap PAD menyebabkan pemerintah
daerah belum memiliki kemandirian dalam
mengelola keuangan daerahnya. Pajak daerah
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Peran pajak daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
semakin tinggi pajak daerah maka akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, jika pajak daerah menurun maka
pertumbuhan ekonomi juga akan menurun.
Tingginya penerimaan pajak daerah dapat
mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi
masyarakat berjalan dengan baik dengan
pengelolaan pajak secara efektif yang akan
memberikan dampak terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah.

Retribusi daerah tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan
data, penerimaan dari retribusi daerah
memang terlihat lebih  rendah  jika
dibandingkan dengan pajak daerah. Retribusi
daerah adalah pungutan yang dikenakan pada
masyarakat atas penggunaan jasa atau layanan
yang disediakan oleh pemerintah. Cakupan
retribusi yang hanya terbatas pada layanan
tertentu membuat kontribusi terhadap PAD
relatif kecil sehingga tidak langsung
memberikan dampak terhadap pertumbuhan
ekonomi.

Kemandirian keuangan daerah tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data rasio antara total PAD dan
total pendapatan daerah, pemerintah daerah
belum mampu untuk secara mandiri
membiayai dalam pembangunan sarana dan

prasarana. Tingginya ketergantungan
pembiayaan dari pemerintah pusat dapat
menyebabkan  lambatnya  pertumbuhan

ekonomi daerah.

Pajak daerah tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui
kemandirian keuangan daerah atau secara
tidak  langsung  variabel  kemandirian
keuangan daerah tidak mampu memediasi
pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi. Semakin besar pajak daerah
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semestinya dapat meningkatkan PAD yang
memberikan pengaruh terhadap
kemandirian  keuangan  daerah. Jika
pemerintah telah mampu secara mandiri
mengelola keuangannya maka
pembangunan akan tumbuh dan dapat
meningkatkan ~ pertumbuhan  ekonomi
daerah. Penerimaan pajak daerah ternyata
belum cukup mampu untuk memperbaiki
rasio kemandirian keuangan daerah yang
akhirnya menghambat pertumbuhan
ekonomi.

Retribusi daerah tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi melalui
kemandirian keuangan daerah atau secara
tidak langsung variabel kemandirian
keuangan daerah tidak mampu memediasi
pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap
Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi daerah
yang relatif kecil dalam penerimaan PAD,
berdampak pada  masih  rendahnya
kemandirian dalam pengelolaan keuangan.
Kemandirian keuangan daerah tidak mampu
menjadi perantara untuk mempengaruhi
retribusi daerah terhadap pertumbuhan
ekonomi.

SIMPULAN
Simpulan dari penelitian ini yaitu
sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak berpengaruh

terhadap  Kemandirian = Keuangan
Daerah.

2. Retribusi daerah tidak berpengaruh
terhadap  Kemandirian = Keuangan
Daerah.

3. Pajak daerah berpengaruh terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.

4. Retribusi daerah tidak berpengaruh
terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

5. Kemandirian Keuangan Daerah tidak

berpengaruh terhadap Pertumbuhan
Ekonomi.

6. Pajak Daerah tidak berpengaruh
terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi

melalui Kemandirian Keuangan Daerah
atau secara tidak langsung variabel
Kemandirian Keuangan Daerah tidak
mampu memediasi pengaruh Pajak
Daerah terhadap Pertumbuhan
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Ekonomi.

7. Retribusi Daerah tidak berpengaruh
terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui
Kemandirian Keuangan Daerah atau
secara  tidak  langsung  variabel
Kemandirian Keuangan Daerah tidak
mampu memediasi pengaruh Retribusi
Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
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